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Lampiran 2 
Wawancara dengan Wartawan Jawa Pos Pada tanggal 07 Desember 2024 

Putri Kurnia : Halo mbak, mau izin perkenalan diri ya 

Pupita Adiyani : Siap 

Putri Kurnia : Perkenalkan nama saya Putri Kurnia Anjani dari Fakultas Hukum 

Universitas 17 Agustus Surabaya. Disini saya akan mewawancarai Mbak Puspita 

sebagai narasumber wartawan Saya. 

Pupita Adiyani :  oke. Ya. Perkenalkan juga nama saya Puspita Adiyani. Saya 

bekerja di Jawa Pos, Ini kartu pers nya ya 

Putri Kurnia : Langsung saya mulai ya 

Pupita Adiyani : Siap 

Putri Kurnia : Untuk pertanyaan yang pertama Bagaimana sanksi pencemaran nama 

baik ketika wartawan memberitakan yang salah? 

Pupita Adiyani : Sanksi pencemaran ini sanksi dari perusahaan ya? 

Putri Kurnia : Iya 

Pupita Adiyani : Oke, jadi gini, ketika seseorang itu menuntut Apa ya? Narasumber 

ya narasumber itu narasumber atau seseorang yang diberitakan itu merasa keberatan 

dan dia itu merasa dicemarkan nama baiknya, maka dia itu tidak bisa langsung 

menuntut ke pengadilan. Setahu saya ya. Tapi yang dia ajukan adalah tuntutan 

keberatan kepada media tersebut dan di media tersebut itu akan dilakukan kroscek 

kembali apakah itu memang ada unsur pencemaran nama baik atau tidak, ataukah itu 

sekedar memberitakan sebuah fakta. Karena redaksi tidak akan serta merta menilai itu 

adalah pencemaran nama baik. Apabila tuntutan itu berlanjut, misalnya dari 

perusahaan bilang ya, wah ini bukan pencemaran nama baik. Ini merupakan sebuah 

fakta gitu yang sudah di crosscheck kan cover both story atau misalnya kroscek fakta. 

Memang benar adanya seperti itu Kalau si penuntut ini tidak puas, maka dia bisa 

mengadukan ke Dewan Pers. Nah, Dewan Pers lah yang akan mengkaji apakah itu 

memang benar pencemaran nama baik atau tidak. Seperti itu kalau misalnya 

ditemukan unsur pencemaran nama baik seperti yang dituduhkan tanpa mengecek 

fakta fakta yang ada, pokoknya tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik lah. Intinya 

seperti itu, mengandung opini yang menjelekkan dan menyudutkan, maka bisa dikenai 

sanksi. Nah, sanksi inibisa apa ya? Sanksi Dewan Pers itu biasanya kepada medianya 

Jadi kepada media tersebut dikenakan sanksi Dewan Pers berupa teguran. Nah, kalau 
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sudah kena teguran Dewan Pers, maka perusahaan tersebut biasanya yang ditegur 

duluan itu adalahredakturnya. Setelah itu baru ke wartawannya. Karena di media itu 

kan ada berjenjang ya filternya. Apalagi di media media yang terverifikasi dari tingkat 

tulisan, tingkat wartawan itu naik ke redaktur Nah, redaktur inilah sebagai garda 

terdepan untuk meng kroscek fakta tersebut itu. Dan biasanya juga ini atas tanggung 

jawabnya itu ada di tanggung jawab pemimpin redaksi. Karena itulah teguran itu 

datang, bukan langsung menyebutkan. Misalnya Puspita gitu ya teguran terhadap 

Puspita telah melakukan pencemaran nama baik enggak? Tapi terhadap medianya 

Karena yang bertanggung jawab atas segala isi media itu adalah pemimpin redaksi. 

Putri Kurnia : Lalu pertanyaan kedua, apa guna Dewan Pers jika wartawan 

melakukan kesalahan pencemaran nama baik, mengingat wartawan juga memiliki hak 

jawab Itu seperti apa Mbak Wartawan salah ya. Wartawan itu tidak memiliki hak 

jawab 

Puspita Adiyani : Yang memiliki hak jawab itu adalah narasumbernya atau 

masyarakatnya Jadi ketika sebuah media memberitakan terus habis gitu 

narasumbernya, atau misalnya orang yang diberitakan itu merasa atau perusahaan atau 

instansi itu merasa tidak benar, dia memiliki hak jawab, nah hak jawab itu ya protes 

itu tadilah tuh hak jawab. Gunanya Dewan Pers itu seperti apa? Nah Dewan Pers ini 

nanti mungkin jawabanku bisa di kroscek dengan Undang undang Pers atau 

kewenangan Dewan Pers ya itu ada semua kok di internet Jadi Dewan Pers ini yang 

menjaga ya, bahwasanya kaidah kaidah jurnalistik yang dilakukan itu sudah benar 

dalam produk jurnalistik tersebut Nah, seperti yang kuceritakan di nomor 1, itulah 

gunanya dia. Bahkan Dewan Pers itu berhak untuk apa? Ya istilahnya membekukan 

atau menyatakan bahwa media tersebut merupakan media yang bodong misalnya gitu. 

Itu bisa Misalnya saya membuat media, terus media ini sukanya mengkritisi terus. 

Nah itu bisa di kroscek dia. Pertama dia terdaftar nggak di Dewan Pers. Kalau dia 

tidak terdaftar di Dewan Pers maka Dewan Pers ya tidak mau bertanggung jawab gitu. 

Berarti dia media abal abal Kalau misalnya dia terdaftar di Dewan Pers dan diselidiki 

bahwasanya di situ itu tidak menggunakan kaidah jurnalistik yang baik dan benar, 

Dewan Pers bisa mengeluarkan pernyataan bahwa media tersebut tidak benar, terus 

statusnya dibekukan. Bisa semacam itu. 

Putri Kurnia : Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau mengacu pada Undang undang 

Nomor 1 Tahun 2023 itu kan tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana pada pasal 

433 ayat 2 itu bunyinya Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan 

dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di 

tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling 
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lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak pada kategori III. Kalau tentang 

pencemaran nama baik sanksinya ini menurut anda tepat atau tidak? 

Pupita Adiyani : Menurut saya, Ya kalau misalnya itu sudah karena kan berjenjang 

ya itu tadi hukumannya ya kalau misalnya cukup diselesaikan di Dewan Pers, lalu 

penuntut ini sudah merasa puas. Maksudnya puas itu sudah merasa mendapatkan 

keadilan, ya harusnya berhenti di situ sih. Tapi kalau misalnya mau dibawa ke ranah 

hukum sebenarnya saya juga nggak tahu ya ini bener apa nggak. Karena sebenarnya 

ada kekebalan pers kan Sama kayak TNI atau Polri itu kan nggak bisa dibawa ke meja 

hijau ya. Mereka punya pengadilan militer sendiri gitu kan. Nah kalau di jurnalistik 

itu ya pengadilannya, pokok pengadilannya ya pelanggaran. Pelanggaran itu ya 

ranahnya di Dewan Pers. Jarang sih sampai yang ada ke ranah tuntutan hukum. Tapi 

kalaupun adaya biasanya medianya juga punya lawyer gituKalau tuntutan itu adil atau 

tidak, itu dilihat kembali motifnya seperti apa. Bisa ditelusuri. Karena sebenarnya 

lewat tulisan itu sudah bisa dibaca dia itu cover both story apa nggak. Cover both story 

itu maksudnya gini ya menyediakan gambaran informasi yang tidak hanya berpihak 

pada satu orang atau satu sudut pandang, tapi kedua, dua atau sampai tiga sudut 

pandang gitu itu sih. Biasanya selesai di Dewan Pers. 

Putri Kurnia : Lalu pertanyaan selanjutnya Menurut Mbak Puspita, jika wartawan 

melakukan pencemaran nama baik, apa sanksi yang tepat untuk diberikan kepada 

wartawan? 

Pupita Adiyani : Sanksi yang tepat dari perusahaan ya atau dari mana tuh? 

Pupita Adiyani : Sanksi yang tepat dari perusahaan? 

Putri Kurnia : Bisa, dari hukum Bisa. Kalau memang Mbak Puspita tahu 

Pupita Adiyani S.Ikom : Biasanya itu kalau dari perusahaan itu ada surat peringatan, 

kemudian pembinaan gitu. Atau bisa jadi penurunan jabatan. Hal hal semacam itu sih 

bisa juga terjadi pemecatan. Nah kalau kasusnya pencemaran nama baik, itu hal yang 

paling sangat apa ya Biasanya paling sepele ya kalau di jurnalistik. Karena objektif 

sekali ya orang merasa dicemarkan nama baiknya itu objektif sekali, karena beberapa 

kasus itu bukan yang seperti itu. Misalnya dia merasa disudutkan dan dirugikan Nah 

ini aku ada contoh kasus sih sebenarnya. Jadi ada kasus sengketa antar orang gitu ya. 

Nah pihak A sama pihak B, pihak A ini sebenarnya menang, di pengadilan itu dia 

menang. Tapi di pemberitaannya media media tempatku kerja itu pemberitaannya kok 

selalu mengangkat sisi positifnya. Si B gitu. Mengangkat sisi kenapa si B ini kok jadi 

kalah gitu. Sampai pengadilan memutuskan A menang dan tidak bersalah, si A ini 

tetap jadi apa ya di dalam tulisan itu A tetap salah. Yang bener B kayak gitu. Nah, 
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otomatis si A nggak terima dong dengan kejadian ini. Diusut lah kasus itu dibikin hak 

jawab, sudah diterbitkan hak jawabnya. Tapi di hak jawab itu juga tidak clear 

bahwasanya pemberitaan pemberitaan yang sebelumnya itu keliru gitu maksudnya 

bukan keliru ya ada update bahwa pengadilan sudah menyatakan si A tidak bersalah 

gitu lah, nggak sampai kayak gitu. Nah kemudian si pihak A ini tetap merasa tidak 

puas sampai ke Dewan Pers dan setelah ditelusuri memang ada aliran dana ke salah 

satu redaktur malam itu juga karena bukti buktinya sudah sangat kuat didapatkan juga 

di Dewan Pers. Malam itu juga orangnya dipecat dari tempatku bekerja gitu. Jadi 

seketat itulah marwah jurnalistik itu dijaga untuk tetap objektif gitu. 

Putri Kurnia : Oke, siap. Lalu pertanyaan selanjutnya itu indikator pencemaran nama 

baik itu apa mbak? Kalau menurut pandangan Mbak Puspita 

Pupita Adiyani : Indikator pencemaran nama baik. Ya kalau di sebuah artikel atau 

sebuah pemberitaan yang pertama yang diberitakan itu merupakan opini aja dari 

penulisnya atau pembuat pembuat beritanya. Misalnya dia itu seseorang yang bersikap 

kasar gitu, tapi dia disitu tidak menjelaskan adanya kutipan dari pihak lain 

bahwasanya dia itu kasarnya cuma ditulis aja. Bapak A ini bersikap kasar kepada 

tetangga tetangganya dan sering kali marah gitu. Kalau misalnya itu cuma ditulis 

begitu saja, berarti kan tidak ada dasar. Tapi kalau bapak A ini dikenal dengan orang 

orang yang suka marah dan berkata kasar ini diungkapkan oleh ketua RT yang pernah 

3 kali melerai Bapak ini bertengkar dengan warga, terus ada kutipannya Pak RT 

tersebut ada kutipannya warga, jadi banyak aspek yang dimasukkan ke dalam situ dan 

narasumber narasumber lain itu nggak apa apa, itu fakta. Tapi kalau itu hanya 

merupakan opini tanpa ada dasar fakta dan data, itu pencemaran nama baik gitu. Jadi 

harus ada data dan fakta ya. Misalnya gini, pencemaran nama baik lagi perusahaan 

misalnya. Perusahaan ini mencemari lingkungan karena dianggap mencemari 

lingkungan karena ikan ikan di sekitarnya mati gitu. Kalau dia tidak menjelaskan 

faktanya, maka itu pencemaran nama baik terhadap perusahaan. Tapi kalau tulisan itu 

disertai data mencemari lingkungan, banyak ikan yang mati seperti pada foto berikut. 

Ada aliran limbah pada jam sekian sampai jam sekian di sungai ini berasal dari pabrik 

ini ada fotonya habis gitu Kemudian dia bilang. Setelah ditelusuri data dari Dinas 

Lingkungan Hidup, limbah yang ada yang ada di sungai tersebut mengandung apa? 

Misalnya kandungan kimia A, B, C gitu ya, Kandungan kimia A, B, C tersebut 

merupakan bahan utama pada pabrik pabrik itu tadi gitu. Nah, berarti kan ada buktinya 

nih si pabrik itu mengeluarkan limbah A, B, C, E mengeluarkan limbah A, B, C pada 

jam sekian sampai jam sekian habis gitu waktu dicek sama Dinas Lingkungan Hidup 

itu sungainya mengandung bahan A, B, C sehingga ikan ikan mati. Berarti kan ada 

buktinya ya dan melibatkan narasumber yang lain yaitu Dinas Lingkungan Hidup itu 
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bukan pencemaran nama baik. Jadi pencemaran nama baik itu kalau dia berbicara 

tanpa ada data dan narasumber lain Hanya berupa opini aja berupa opini. 

Putri Kurnia : Lalu pertanyaan terakhir ini bagaimana Puspita menyikapi tindak 

kriminalisasi wartawan yang sekarang marak terjadi? 

Pupita Adiyani: Menyikapi, Ini sih edukasi kepada publik bahwa sejauh mana 

wartawan itu boleh melakukan pemberitaan itu harus digalakkan. Kadang orang itu 

tidak tahu mana profesi wartawan dan tidak, Karena everybody is a media kan 

sekarang setiap orang bisa bikin media sendiri influencer ya kan? Terus bikin apa 

Surabaya hits gitu misalnya. Semua orang bisa bikin media, tapi apakah itu media 

massa yang terdaftar di Dewan Pers atau tidak? Kan nggak tahu. Lalu kalau soal 

kriminalisasi wartawannya harus dicek duluorangnya. Ya itu tadi harus edukasi ke 

publik. Sebenarnya berita yang baik atau berita yang tidak baik itu yang seperti apa 

gitu. Ah, apa bedanya isu dan berita kayak gitu Mana yang produk jurnalistik, mana 

yang merupakan produk pribadi orang yang hanya sharing informasi gitu sih. Kalau 

banyak yang meng kriminal kan wartawan berarti juga masyarakat kurang teredukasi 

Saluran saluran yang diciptakan untuk pengajuan keberatan terhadap media karena 

salurannya itu bukan di ranah hukum. Sebenarnya ke Dewan Pers, ke perusahaan 

tersebut sama ke Dewan Pers dulu. Itu dulu jalurnya. Kalau ada orang yang tanpa 

melalui jalur itu langsung ke meja hijau langsung di tuntut, berarti dia nggak tahu 

jalurnya karena sama polisi biasanya dikembalikan lagi ke Dewan Pers gitu. Jadi kan 

berarti artinya masyarakat belum tahu nih ada saluran saluran itu. Mereka belum tahu 

ada yang namanya hak jawab gitu karena lebih efektif menggunakan hak jawab 

mereka ketimbang ke meja hijau. Ke meja hijau bayar banyak hal gitu kan hanya 

memuaskan atau melampiaskan rasa kesal itu memasukkan wartawannya ke 

pengadilan. Atau mungkin pengen dipenjara gitu. Tapi jauh lebih efektif memulihkan 

nama baik tersebut lewat hak jawabnya karena sama sama disiarkan gitu. 

Putri Kurnia : Oke, menurut saya sudah cukup menurut saya sudah cukup. Jawaban 

Mbak Puspita sangat membantu.. Terima kasih telah membantu menjawab apa yang 

saya tanyakan. 

Pupita Adiyani : Sama-sama semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat 

menjadi penguatan opini. 
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